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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disumpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi serapan anggaran belanja pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Tahun Anggaran 2018 adalah: 

1. Pada faktor administrasi terjadi kesalahan dalam proses penyusunan 

perencanaan. Biasanya ada bagian-bagian menyusun perencanaan tidak dalam 

bentuk RKA (Rencana Kerja Anggaran) tetapi hanya dalam bentuk kegiatan-

kegiatan. 

2. Pada faktor sumber daya manusia, biasanya setiap SKPD terlambat 

memberikan pertanggung jawaban kepada pemerintah provinsi NTT 

3. Pada faktor perubahan anggaran, biasanya setiap SKPD mereka selalu 

mengajukan perubahan anggaran kepada pemerintah provinsi, dan ketika 

pemerintah meminta pertanggung jawaban kepada SKPD merekja tidak dapat 

memberikan pertanggung jawaban secara tepat waktu.. 

4. Pada faktor Pengadaan Barang dan Jasa, biasanya pejabat pengelola keuangan 

terlambat mengajukan kerangka acuan kerja kepada unit layanan pengadaan. 

5. Ada bebarapa kontraktor pemenang tender, selalu mengambil uang pada 

triwulan keempat, bukan ada triwulan pertama. Hal ini mengakibatkan 
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triwulan empat penyerapan anggaran lebih tinggi dari triwulan pertama, 

kedua, dan ketiga.  

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpula yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

memberikan saran kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur: 

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih meningkatkan realisasi 

anggaran belanja daerah agar segala kegiatan yang direncanakan dapat 

berjalan dengan baik guna meningkatkan perekonomian provinsi Nusa 

Tenggara Timur. 

2. Perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan agar dapat meningkatkan sumber 

daya manusia yang berkompoten.  

3. Setiap SKPD pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar dapat 

memberikan pertanggung jawaban agar penyerapan anggaran pada 

Pemerintah Provinsi lebih meningkat. 
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